
YOGYA (KR) - Bawas-

lu Kota Yogya resmi men-

erjunkan 1.298 Pengawas

Tempat Pemungutan

Suara (PTPS) untuk Pe-

milu 2024. Ribuan peng-

awas TPS tersebut akan

diterjunkan di setiap TPS

yang ada di Kota Yogya

pada pemungutan suara

14 Februari 2024 men-

datang.

Ketua Bawaslu Kota

Yogya Andie Kartala, men-

jelaskan proses pelantikan

dan pengukuhan PTPS su-

dah dilakukannya pada

Senin (22/1). 

"Setelah dilantik ribuan

pengawas TPS juga lang-

sung menjalani pembe-

kalan. Rencana akan ada

tiga kali pembekalan beru-

pa bimbingan teknis

(bimtek) yang akan kami

berikan," tandasnya,

Selasa (23/1).

Bimtek secara maraton

hingga jelang pemungutan

suara sengaja dilakukan

guna memberikan pen-

guatan pemahaman bagi

pengawas TPS. Apalagi

ketugasan mereka sangat

vital pada saat proses pe-

mungutan suara, sehingga

dibutuhkan pemahaman

baik dari aspek regulasi

maupun teknis penyeleng-

garaan.

Andie menilai, peng-

awasan tidak hanya di-

lakukan pada saat pemu-

ngutan suara melainkan

juga proses perhitungan.

Pada proses pemungutan,

harus dipastikan penye-

lenggara mampu men-

jalankan alurnya sesuai

aturan. Termasuk para pe-

milih yang menggunakan

suara juga telah sesuai de-

ngan persyaratan. 

Sedangkan dalam pro-

ses rekapitulasi suara,

membutuhkan energi

yang lebih besar dalam

melakukan pengawasan.

Hal ini karena momentum

tersebut kerap diwarnai

dengan interupsi. 

"Harapan kami rekan-

rekan pengawas TPS da-

pat menjalankan tugas de-

ngan menjunjung tinggi

nilai-nilai kejujuran, ke-

mandirian dan profesion-

alitas," harapnya.

Proses perekrutan peng-

awas TPS sudah di-

lakukan sejak awal

Januari 2024 lalu oleh ma-

sing-masing Panwaslu

Kecamatan. Setelah resmi

dikukuhkan, ribuan peng-

awas TPS tersebut akan

bertugas selama 30 hari

atau sejak 22 Januari 2024

hingga 21 Februari 2024.

Dengan telah terben-

tuknya pengawas TPS ini

diharapkan jajaran struk-

tue pengawas di wilayah

Kota Yogya menjadi se-

makin kuat. Hal ini pen-

ting dalam rangka meng-

awal pelaksanaan tahapan

Pemilu 2024 untuk mewu-

judkan pemilu yang

damai, berintegritas, dan

bermartabat.           (Dhi)-f

YOGYA (KR) - Mema-

suki awal tahun 2024

operasi ketertiban wila-

yah semakin digencar-

kan. Tidak kurang dari

22 gelandangan dan

pengemis sudah berhasil

ditertibkan Sat Pol PP

Kota Yogya sejak awal

Januari hingga kemarin.

Kepala Bidang Pene-

gakan Peraturan Per-

undang-undangan Sat

Pol PP Kota Yogya Dodi

Kurnianto, mengatakan

penertiban pengemis dan

gelandangan yang digen-

carkannya mendasarkan

Perda DIY Nomor 1

Tahun 2014 tentang

Penanganan Gelan-

dangan dan Pengemis. 

"Kalau sepanjang

tahun 2023 lalu totalnya

ada 103 pengemis dan

gelandangan yang kami

tertibkan. Sedangkan se-

panjang bulan ini sudah

mencapai 22 gelan-

dangan dan pengemis.

Kami bergerak berda-

sarkan patroli di

wilayah," tandasnya,

Selasa (23/1).

Operasi penertiban

yang digulirkannya itu

juga merujuk pada adu-

an dari masyarakat.

Pasalnya selain melang-

gar Perda DIY, oknum

gelandangan dan

pengemis juga kerap

meresahkan masyara-

kat. Terutama meminta-

minta dengan memaksa

atau bahkan mengeluar-

kan kata-kata umpatan.

Dodi pun mengimbau

masyarakat agar tetap

tidak memberikan uang

kepada pengemis mau-

pun gelandangan karena

justru akan semakin

membuat mereka betah

di jalanan.

Dodi menjelaskan da-

lam proses penertiban pi-

haknya lebih mengede-

pankan non yustisi

seperti menghalau dan

mengingatkan. Hal ini

lantaran landasan yang

digunakannya ialah

Perda DIY. Akan tetapi

sebagian pengemis juga

dibawa ke kantor untuk

membuat surat pernya-

taan. Jika masih nekat,

tindakan terakhir ada-

lah membawa pengemis

dan gelandangan itu ke

Camp Asessment Dinas

Sosial DIY. 

"Misalnya pengamen

yang sifatnya menggang-

gu kami halau atau kami

anjurkan pergi. Tapi

kalau sudah beberapa

kali masih jalan terus,

kami bawa ke camp

asessment Dinas Sosial

DIY," jelasnya.

Dirinya mencontohkan

pengemis di kawasan

Plengkung Gading Jalan

Langenarjan yang

dikeluhkan masyarakat,

langsung dibawa ke

camp asessment Dinas

Sosial DIY. Pihaknya ju-

ga menertibkan  jathilan

di Jalan Menteri Supeno

karena sudah pernah di-

ingatkan dan dihalau.

Pengemis jathilan terse-

but bahkan bisa mengan-

tongi uang yang cukup

fantastis yakni Rp

510.000 selama enam

jam beraksi di simpang

jalan. 

"Kami imbau masyara-

kat jangan memberi

karena rasa belas kasi-

han kepada mereka.

Salurkan uang atau ban-

tuan ke tempat yang be-

nar seperti di panti,

Baznas atau lembaga

lainnya. Kalau diberikan

di jalan hanya akan

melestarikan mereka

dan merusak citra

Yogyakarta sebagai kota

wisata dan pendidikan,"

imbaunya.

Selain menyisir

pengemis dan gelandan-

gan, pihaknya juga te-

ngah menelusuri keber-

adaan pesepeda yang

diduga orang dengan

gangguan jiwa (ODGJ).

Pesepeda tersebut kerap

dilaporkan menendang

pengendara sepeda mo-

tor yang tengah berhenti

di traffic light. Akan te-

tapi keberadaan pesepe-

da yang ciri-cirinya su-

dah diketahui itu hingga

kemarin masih belum

ditemukan.          (Dhi)-f

Ketua KPU Kota Yogya Noor

Harsya Aryo Samudro, mengung-

kapkan teknis pemungutan suara

sebenarnya tidak jauh berbeda de-

ngan Pemilu 2019 lalu. 

"Perbedaannya hanya sedikit.

Terutama terkait dengan salinan

yang menjadi lebih ringkas.

Kemudian juga ada sistem informasi

rekapitulasi yang menjadi alat ban-

tu bagi KPU RI dalam merekap se-

mua TPS di seluruh Indonesia,"

ungkapnya di sela simulasi di Hotel

Tara Jalan Magelang, Selasa (23/1).

Simulasi itu merupakan yang ke-

dua kalinya diselenggarakan. KPU

Kota Yogya melibatkan berbagai un-

sur mulai peserta pemilu, perwakil-

an difabel, Panitia Pemilihan

Kecamatan (PPK) hingga perwakil-

an media. Teknis yang disimu-

lasikan mulai kedatangan pemilih di

TPS, pemberian surat suara, pen-

coblosan, memasukkan ke kotak

suara, pencelupan jari ke tinta hing-

ga proses rekapitulasi.

Harsya berharap semua pihak

mampu memahami alur pencoblosan

serta syarat yang harus disampai-

kan ke petugas KPPS. Terutama un-

dangan memilih bagi pemilih yang

masuk dalam Daftar Pemilih Tetap

(DPT) serta surat pindah memilih

bagi pemilih yang masuk dalam DPT

tambahan (DTPb). "Pemahaman ini

sangat dibutuhkan, tidak hanya bagi

penyelenggara di tingkat teknis

tetapi juga peserta pemilu yang nan-

ti akan menerjunkan saksi di tiap

TPS. Harapan kami jika pema-

haman sudah memadai maka poten-

si pemungutan suara ulang (PSU)

bisa diminimalisir," urainya.

Pada Pemilu 2019 lalu, sejumlah

TPS di Kota Yogya harus men-

jalankan PSU karena berbagai

alasan. Sebagian besar karena ada

warga yang tidak masuk dalam DPT

maupun DPTb namun bisa melaku-

kan pemungutan suara. Oleh karena

itu Harsya berpesan kepada masing-

masing PPK agar betul-betul mela-

kukan pendampingan bagi Panitia

Pemungutan Suara (PPS) maupun

KPPS dengan optimal.

Sementara jumlah DPTb di Kota

Yogya terdeteksi mencapai sekitar

12.000 orang. Masing-masing terdiri

dari pengajuan pindah memilih

tahap pertama yang mencapai seki-

tar 9.000 orang serta pemilih di TPS

khusus yang mencapai 3.000 orang.

KPU Kota Yogya juga masih

melayani proses pindah memilih de-

ngan alasan khusus hingga 7

Februari 2024 mendatang. Terutama

bagi yang pasien rawat inap dan

keluarga yang menunggu, tugas ked-

inasan, warga binaan lapas dan ru-

tan, serta warga terkena bencana

alam. "Pemilih DPTb ini sudah ma-

suk dalam Sidalih. Lokasi men-

coblosnya juga sudah ditentukan di

TPS mana. Bahkan semua TPS di

Kemantren Gondukusuman dan

Umbulharjo sudah dipenuhi DPTb

dan sisanya terpaksa kami sebar di

kemantren lain," tandasnya. (Dhi)-f

ÓKEDAULATAN RAKYATÓ 

HALAMAN 2

RABU KLIWON, 24 JANUARI 2024

( 12 REJEB 1957 ) YOGYAKARTA
KPU YOGYA GELAR SIMULASI PENCOBLOSAN DAN REKAPITULASI SUARA

Kedepankan Mitigasi Risiko Cegah Potensi Pemungutan Suara Ulang
YOGYA (KR) - KPU Kota Yogya kembali memfasilitasi simu-

lasi pencoblosan dan rekapitulasi suara Pemilu 2024. Langkah
tersebut sebagai upaya memperkuat mitigasi risiko guna
mencegah potensi pemungutan suara ulang.

USAI DILANTIK, PEMBEKALAN SECARA MARATON

Bawaslu Terjunkan 1.298 Pengawas TPS
Pemeriksaan Interim Perkuat Proses Audit Keuangan DIY

YOGYA (KR) - Wakil Gubernur

DIY, Sri Paku Alam X menerima

kunjungan Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) DIY di Ndalem

Ageng, Kompleks Kepatihan,

Senin (22/1). 

Kedatangan BPK DIY tersebut

untuk melakukan entry meeting

terkait Pemeriksaan Interim atas

Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah DIY Tahun Anggaran

2023.

"Entry meeting ini lebih dari

sekadar prosedur. Hal ini menjadi

wadah esensial untuk memahami

dan memperkuat proses audit ke-

uangan. Diskusi kali ini, akan

menentukan bagaimana kita me-

nata pemerintahan yang trans-

paran dan bertanggung jawab,"

kata Wagub DIY Sri Paku Alam X

di Ndalem Ageng Kompleks.

Menurutnya, dalam konteks

good governance, penting untuk

dipahami, bahwa pemeriksaan la-

poran keuangan bukanlah sebuah

akhir, melainkan menjadi bentuk

sarana untuk mencapai tujuan

utama dalam mewujudkan kese-

jahteraan masyarakat. Transpa-

ransi, akuntabilitas, dan integri-

tas bukan sekadar kata-kata,

melainkan juga prinsip yang

harus menjadi dasar pengelolaan

keuangan negara.

"Kami akan memberikan du-

kungan maksimal kepada Tim

BPK RI dalam melaksanakan tu-

gas mereka. Saya yakin, dengan

kerja sama erat dan komitmen ku-

at dari kita semua, proses audit

ini akan membawa perubahan sig-

nifikan bagi kemajuan bangsa,"

ungkap Wagub DIY.

Dalam entry meeting tersebut,

Kepala BPK RI Perwakilan DIY

diwakili oleh Kepala Subaudi-

torat, Bernadetta Arum Dati.

Arum mengatakan, pemeriksaan

terinci kali ini akan dilaksanakan

selama 30 hari mulai tanggal 22

Januari sampai 21 Februari 2024.

Pemeriksaan tersebut bertujuan

untuk pemberian kesimpulan

hasil review atas SPI dan

kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan. 

"Selain itu, pemeriksaan terse-

but juga untuk memperoleh data

dan informasi bagi pengembangan

perencanaan pemeriksaan terinci.

Adapun bentuknya dengan mela-

kukan pengujian substantif ter-

batas pada transaksi/saldo akun-

akun  akun Neraca dan LRA.

Serta pengujian kesesuaian de-

ngan SAP atas transaksi-transak-

si selama periode yang berlang-

sung sampai dengan saat pe-

meriksaan interim," terangnya.

Arum menambahkan, pemerik-

saan yang tengah dilakukannya

ini berdasarkan beberapa dasar

hukum. Adapun beberapa dasar

hukum tersebut yaitu, UU Nomor

17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, UU Nomor 15 Tahun

2004 tentang Pemeriksaan Penge-

lolaan dan Tanggung Jawab Ke-

uangan Negara, UU Nomor 15

Tahun 2006 tentang Badan Peme-

riksa Keuangan, dan UU Nomor 1

Tahun 2004 tentang Perbenda-

haraan Negara.                    (Ria)-f

KR-Istimewa

Pengukuhan 1.298 Pengawas TPS di Kota Yogya, Senin (22/1) lalu.

MELANGGAR PERDA DIY DAN RESAHKAN MASYARAKAT

22 Pengemis dan Gelandangan Ditertibkan


